BAB i
TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Pada bab tinjauan pustaka ini disampaikan beberapa landasan

hukum/perundang-undangan, dokumen atau pustaka yang dapat digunakan

sebagai landasan pembahasan serta analisis permasalahan pengelolaan FIR oleh

Singapura di wilayah Natuna dan kepulauan Riau dalam konsep kedaulatan

negara berupa data dan fakta yang sesuai dengan peraturan/ perundang-

perundangan dan kerangka teoritis maupun perkembangan lingkungan strategis,

sehingga diharapkan akan diperoleh suatu pemecahan masalah yang terukur dan

komprehensif.

8. Peraturan Perundang-undangan.

a.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004
Tentang Tentara Nasional Indonesia. Menurut Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan bahwa
TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara.
Selanjutnya mengenai kedudukan TNI dijelaskan dalam UU 34 tahun
2004 Bab | Pasal 1 point ke 5 Pertahanan negara adalah segala usaha
untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi
keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap
keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi
geografis Indonesia sebagai negara kepulauan Pada Bab Ill pda pasal
6 TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal
terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari
luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan
keselamatan bangsa. Pasal ke 7 Tugas pokok TNI adalah menegakkan
kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
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melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari

ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang

Penerbangan.

1)

2)

3)

4)

Pada pasal 5 Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat
penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia.
Pasal 6 Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas
wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah
melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang
udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional,
pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta
lingkungan udara.

Pasal 8 dijelaskan:

a) Pada poin (1) Pesawat udara yang melanggar wilayah
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperingatkan dan
diperintahkan untuk meninggalkan wilayah tersebut oleh
personel pemandu lalu lintas penerbangan.

b) Pada poin (3) Personel pemandu lalu lintas penerbangan
wajib menginformasikan pesawat udara yang melanggar
wilayah kedaulatan dan kawasan udara terlarang dan
terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
kepada aparat yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
pertahanan negara.

Pada Pasal 269 disebutkan bahwa navigasi penerbangan

mempunyai tujuan sebagai berikut:

a) Terwujudnya penyediaan jasa pelayanan navigasi
penerbangan sesuai dengan standar yang berlaku.

b) Terwujudnya efisiensi penerbangan.

c) Terwujudnya suatu jaringan pelayanan navigasi
penerbangan secara terpadu, serasi, dan harmonis dalam

lingkup nasional, regional, dan internasional.
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c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan
Wilayah Udara Rl pada pasal 5 menjelaskan bahwa pengaturan ruang
udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional,
pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya dan lingkungan hidup
dapat digunakan untuk kepentingan penerbangan sipil dan pertahanan
yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama dalam
kerjasama sipil militer antara kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perhubungan dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan?!.

d. Permenhub Nomor PM 55 Tahun 2016 tentang Tatanan Navigasi
Penerbangan Nasional pasal 2 dijelaskan bahwa tatanan navigasi
penerbangan nasional merupakan dasar dalam perencanaan,
perancangan, pendayagunaan, pengembangan dan penyelenggaraan
pelayanan navigasi penerbangan secara nasional yang bertujuan untuk
terwujudnya pemanfaatan ruang udara yang optimal serta harmonis,
berikutnya terwujudnya jalur penerbangan nasional dan internasional
yang teratur dan efisien dalam rangka menunjang kelancaran
transportasi udara dalam mewujudkan terpenuhinya standar
penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana
peraturan yang berlaku guna terciptanya pedoman perencanaan dan
pengembangan sistem pelayanan navigasi penerbangan nasional??.
Pada pasal 3 menyebutkan penyusunan tatanan navigasi penerbangan
nasional dilaksanakan dengan mempertimbangkan?: :

1) Keselamatan operasi penerbangan.

2) Efektivitas dan efisiensi operasi penerbangan.

3) Kepadatan lalu lintas penerbangannya.

4) Standar tingkat pelayanan navigasi penerbangan yang berlaku
baik nasional, regional dan internasional

5) Perkembangan teknologi di bidang navigasi penerbangan.

6) Pertahanan Negara.

21 Peraturan Pemerintah RI nomor 4 tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik
Indonesia hal 6

22Peraturan Mentri Perhubungan RI Nomor PM 55 Tahun 2016, tentang Tatanan Navigasi
Penerbangan Nasional Hal 6

Zbid hal 6
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Selain itu disebutkan pada pasal 5 berisikan tentang Ruang Udara yang
dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi wilayah
udara Republik Indonesia, selain wilayah udara yang pelayanan
navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain
berdasarkan perjanjian?*

e. United Nation Convetion On The Law Of The Sea (UNCLOS) atau
Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut yang
disahkan pada tanggal 10 Desember 1982 yang telah ditandatangani
oleh 117 negara® peserta diantaranya Indonesia di Montego Bay yang
kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada Undang Undang nomor 17
tahun 1984 dengan demikian secara internasional telah diakui tentang
Negara-negara kepulauan atau archipelago state.

f. Konvensi Chicago 1944 yaitu kedaulatan ruang udara suatu negara
adalah diatas wilayah daratan dan perairannya. Pada pasal 1 Konvensi
Chicago 1944 menyatakan bahwa setiap negara mempunyai
kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang diatas wilayahnya, sesuai
dengan UNCLOS 1982. Dengan adanya pengakuan Indonesia sebagai
negara kepulauan dengan otomatis termasuk kedaulatan udara
nasional yang sesuai dengan konvensi Chicago 1944. Menjadikan
bahwa ruang udara yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terdiri dari daratan dan lautan antara kepulauan
merupakan ruang udara yang penuh dan utuh merupakan kedaulatan
negara Indonesia yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk
kepentingan pemiliknya.

Kerangka Teoritis

a. Teori Manajemen. Pengertian Manajemen suatu pengelolan atau
dimaksud sebagai tata laksana yang dimulai dari proses yang
terkandung didalamnya beberapa unsur baik perencanaan, kemudian
pelaksanaannya dan pengandalian serta evaluasi dari setiap
pemanfaatan sumber daya yang diatur secara hemat, efektif dan

bid hal 7
% |da Kurnia. 2008, Penerapan UNCLOS 1982 dalam Ketentuan Perundang-undangan
Nasional, Khususnya Zona ekonomi ekslusif, Jurnal Hukum Prioris Volumw 2 nomor 1
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efesien sesuai sasaran yang dicapai. Dalam pengelolaanya akan
menyangkut kepentingan nasional dengan orientasi kepada proses
yang mengubah potensi menjadi kemampuan. Hal ini sesuai dengan
yang disampaiakan oleh Henry Fayol menyatakan bahwa pengertian
manajemen adalah proses yang terdiri dari kegiatan untuk
merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya
manusia (SDM) & mengandakan pengendalian dalam rangka untuk

mencapai tujuan yang akan dicapainya.?®

b. Teori Kedaulatan. Teori kedaulatan Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan
negara, daerah, dan sebagainya sedangkan menurut pakar hukum
internasional Indonesia bapak Mochtar Kusumaatmadja bahwa
kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari suatu negara,
dimana negara tersebut berdaulat dengan batas-batasnya, yaitu ruang
berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah
negara itu, diluar wilayahnya negara tersebut tidak lagi memiliki
kekuasaan.?” Sedangkan kedaulatan udara adalah bagian dari dimensi
diatas permukaan daratan dan lautan yang memiliki nilai ekonomis dan
sangat strategis bagi suatu negara yang dikelola sebagai wilayah
kedaulatan yang tertuang dalam UNCLOS 1982 bahwa Indonesia
sebagai negara kepulauan sehingga sesuai dengan konvensi Chicago
1944 yang disampaikan oleh Wiradipraja dalam buku pengantar hukum
udara dan ruang angkasa menyatakan secara implisit dalam istilah
‘every state” untuk menyebut kedaulatan para pihak pada ruang udara
yang menunjukkan bahwa kedaulatan negara di ruang udara dimiliki
oleh semua negara, termasuk negara yang tidak meratifikasi
konvensi®,.

Bhttps://ekonomi.bunghatta.ac.id/index. php/id/artikel/1 364-mengenal-fungsi-manajemen-menurut-

henry-fayol.

Z"Mochtar Kusumaatmadja, 2010, Pengantar Hukum Internasional, Buku | Bagian Umum, Jakarta,
Bina Cipta, him. 7.

BE. Saefullah Wiradipradja. 2014. Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa Buku |, Bandung:
PT. Alumni, hal. 108.
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Dalam data dan Fakta ada berbagai perbedaan dalam

sundut pandang mengenai FIR ini tergantung perspektif dari arah mana dan

memiliki latar belakang personal.

a. Pendapat yang menyatakan FIR sebagai

masalah keselamatan

penerbangan, mendasarkan pada:

1)

FIR diatur dalam Konvensi Chicago 1944, dimana tujuan dari
ICAQO adalah untuk menjamin keselamatan dan ketertiban dalam
perkembangan penerbangan sipil Internasional di seluruh dunia
hal ini bertujuan agar adanya penataan penerbangan pesawat
udara bersama pengoperasiannya dalam tujuan damai, yang
mendorong pembangunan dan perkembangan penerbangan
dunia, termasuk bandara udara dan fasilitas navigasi udara dalam
rangka meningkatkan keselamatan penerbangan internasional,
selain itu bagi peserta dapat meningkatkan dan mengembangkan
seluruh aspek kedirgantaraan sipil internasional. Bila ditinjau
sejarah pada daerah Natuna dan kepulauan Riau merupakan jalur
penerbangan terpadat di regional Asia Pasifik maka atas
persetujuan bersama negara-negara anggota ICAO pada tahun
1946 di Dublin Irlandi menunjuk Inggris untuk mengelola FIR
dikawasan tersebut karena Inggris masih menguasai wilayah
Singapura dan Malaysia,

yang kemudian pendelegasian

diserahkan ke Singapura pada tahun 1965 setelah merdeka.
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Gambar 1 Pembagian FIR Indonesia yang dikelola Singapura
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2) Fakta bahwa batas wilayah yang diatur oleh sebuah FIR tidak
harus sama dengan batas wilayah suatu negara, sehingga dapat
pula mencakup wilayah udara negara lain maksud dari penetapan
ini ICAO banyak pihak berpendapat bahwa permasalahan FIR
yang paling krusial merupakan permasalahan keselamatan
penerbangan dengan tujuan itulah di bentuknya FIR di seluruh
dunia yang regulasinya diatur organisasi penerbangan sipil
internasional.

3) Annex 11 menentukan bahwa apabila suatu negara diberi
delegasi untuk mengatur FIR yang mencakup wilayah udara
negara lain, bukan berarti negara tersebut mempunyai kedaulatan
atas wilayah udara yang dicakup oleh FIR tersebut. Hal ini
ditegaskan dalam Chapter 2 dalam Annex bahwa pendelegasian
pengendalian FIR kepada negara lain tidak mengesampingkan
kedaulatan negara. Sedangkan negara lain sebagai pengelola hal
ini hanya sebatas permasalahan operasional dan teknis yang tidak
keluar dari pada konteks keselamatan guna memperlancar lalu
lintas udara, maka tujuan ini ditentukannya wilayah-wilayah udara
dalam suatu FIR bukan merupakan pemberian kedaulatan
terhadap yang mengelola FIR.

Pendapat yang menyatakan FIR sebagai masalah kedaulatan,
mendasarkan pada arti kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas
pemerintahan negara, dengan demikian bahwa suatu negara akan
melaksankan bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan
kepentingannya selama tidak bertentangan dengan hukum
Internasional, maka bisa diartikan bahwa negara dikatakan berdaulat
berarti bahwa tata hukum nasional adalah suatu tatanan hukum yang
diatasnya tidak ada tatanan yang lebih tinggi lagi seperti tercantum
pada :
1) Ketentuan pokok Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 vyang
menentukan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang

utuh dan penuh atas ruang udara di atas wilayah teritorialnya,
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sehingga pengendalian wilayah udara mutlak milik negara kolong.
Ketentuan tersebut merupakan suatu dasar dalam pengelolaan
wilayah udara nasional suatu negara berdasarkan kedaulatan
yang mutlak dan penuh atas kekuasaan ruang udaranya dan
bebas di iterferensi negara lain. Ruang udara merupakan suatu
ruang tertutup karena ruang udara merupakan suatu media gerak
bagi pesawat terbang sangat rawan apabila disalah gunakan yang
ditinjau dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan

Sesuai ketentuan Annex 11, merupakan kewajiban negara kolong
untuk menyediakan pelayanan lalu lintas udara untuk menjamin
keselamatan penerbangan.

Akibat adanya pendelegasian FIR kepada negara lain, sangat
merugikan kedaulatan negara pendelegési.

Dampak FIR di wilayah Natuna dan kepulauan Riau dikendalikan oleh

Singapura:

1)

ATC Indonesia, dalam hal ini Jakarta Air Traffic Services Centre
(JATSC), tidak dapat melaksanakan komunikasi langsung dengan
pesawat asing yang melalui rute tersebut untuk menanyakan
tujuan, rute dan perijinan penerbangan. Dengan demikian akan
sangat bisa dimanfaatkan penerbangan kepentingan pihak
tertentu yang merugikan Indonesia karena tidak ada izin maupun
kontrol dari negara yang memiliki kedaulatan. Pesawat-pesawat
negara/TNlI dalam melaksanakan penerbangan/operasi udara
diruang udara tersebut senantiasa melaksanakan koordinasi
dengan pihak ATC Singapura dan dikendalikan oleh ATC
Singapura. Faktor kerahasiaan bahkan pergerakan sangat
dikendalikan oleh pihak negara lain menjadikan keleluasan dalam
bertindak terbatas yang notabene berada diwilayah negaranya
sendiri. Pesawat milter/sipil asing (khususnya pesawat tidak
terjadwal) yang terbang melintas di ruang udara yang dikendalikan
Malaysia dan Singapura dan tidak menuju Indonesia, tidak
mengurus perijinan (flight clearance) ke Indonesia. Hal tersebut

terjadi karena dalam AIP (Aeronautical Information Publication)
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Malaysia dan AIP Singapura tidak ada ketentuan yang
mengharuskan meminta perizinan ke Indonesia.

Adanya Penetapan danger area (daerah berbahaya) oleh
Singapura dengan alasan untuk kepentingan kegiatan
penembakan Angkatan Laut Singapura yang sebagian meliputi
wilayah Indonesia. Selain itu dalam Latihan penerbangan yang
dilakukan pesawat militer Singapura di area Ex Military Training
Area (MTA) 2 yang sebagian masuk dalam wilayah kedaulatan
Indonesia merupakan faktor kesengajaan yang terus menerus
dilakukan dengan dalih Pasal 51 Konvensi Hukum Laut tanpa ada
kesepakatan atau perjanjian antara Indonesia dan Singapura.

§
is
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PEc. |

Gambar 2 Wilayah Indonesia yang digunakan Tempat Latihan Militer

Singapura

3)

4)

Terjadinya banyak pelanggaran tiap tahun di Wilayah FIR Natuna,
Kalimanatan Utara dan kepulau Riau khususnya di daerah EX-
MTA pada tahun 2020 sebanyak 1583 kali dan tahun 2021 sampai
bulan maret sebanyak 228 kali.

Bahwa Realigment FIR di atas Kepulauan Riau dan Natura yang
saat ini dikendalikan oleh FIR Singapura dan Malaysia menjadi
agenda Pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden Rl pada rapat
terbatas tanggal 8 September 2015 memerintahkan agar
pengambilalihan FIR yang dikendalikan Singapura dan Malaysia di

ruang udara di atas Natuna,Kepulauan Riau dan dilaksanakan
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maksimal pada tahun 2019. Leading sektor proses realignment
FIR adalah Menko Maritim dan Investasi. Kedudukan
Kemhan/TNI dalam proses realignment FIR merupakan salah satu
unsur pendukung saja bersama dengan unsur Kementrian/
Lembaga lainnya seperti Kementrian Luar Negeri, Kementrian
Perhubungan, Lembaga Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas
Penerbangan (Air Nav). Namun dalam pelaksanaan Framework
For discussions Between Indionesia and Singapore, dengan hasil
Singapura sepenuhnya mengakui dan menghormati kedaulatan
Indonesia atas wilayahnya termasuk perairan teritorialnya,
perairan kepulauan dan wilayah udaranya. Singapura memahami
keinginan Indonesia untuk mengelola FIR di wilayah teritorialnya.
Indonesia memahami keinginan Singapura untuk melakukan
pelatihan militer di Laut China Selatan sesuai dengan Pasal 51
UNCLOS 1982 (harus ditindaklanjuti dengan perjanjian bilateral).
Sampai dengan pertemuan antara Presiden Rl dan PM Singapura
pada tanggal 8 Oktober 2019 dengan hasil Kedua negara
menyepakati Framework For Discussions of FIR Realigment dan
kesepakatan pertemuan teknis untuk menegosiasikan hal ini
sesuai prinsip-prinsip diskusi yang disepakati PM Lee
menyatakan akan menekankan pembahasan FIR dan Military
Training Area yang dibahas secara terpisah, namun jalan
bersamaan (separately and concurrently). Ditinjau begitu sulitnya
penyerahan FIR dari Singapura di wilayah Natuna dan kepulaun
Riau kepada Indonesia begitu rumit hal tidak secepat
perpindahan FIR Kamboja dari Thailand dengan pendekatan
melaksanakan pendekatan Teknis bukan deplomatik yaitu
kamboja melaksanakan langkah-langkah dengan membangun
pelayanan navigasi internasional pada tahun 2000. Kemudian satu
tahun kemudian di tahun 2001 membuat working paper ke ICAO
dengan maksud pengambilalihan FIR tersebut, meskipun banyak
yang menentang tetapi dikarenakan pertimbangan wilayah
kedaulatan akhirnya Kamboja dapat mengendalikan sendiri
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wilayah udaranya pada tahun 2002%. Hal ini menjadi pertanyaan
besar ada apa sebenarnya di FIR di wilayah Natuna dan kepulaun
Riau yang sulit sekali dan bersifat politis dalam penyerahan FIR
yang sebenarnya sudah diperintakan Preseden sejak tahun 2015
untuk disiapkan proses pengambil alihan tersebut.

11. Lingkungan Strategis
Program perpindahan FIR di wilayah Natuna dan kepulauan Riau dari
Singapura sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan strategis baik secara
eksternal baik secara global dan regional maupun faktor internal yang terjadi
didalam negeri, dimana perkembangan lingkungan strategis sangat
mempengaruhi dalam segala termasuk pengaruh baik negatif maupun positif dan
peluangnya terhadap pembahasan penulisan Taskap dalam permasalahan dan

upayanya.
a. Global

1)  Perkembangan China dalam perekonomian global mengakibatkan
dinamika yang sangat luas di seluruh dunia. China’s Rise is Asia
mejadikan kekuatan besar yang menjadikan rival Amerika Serikat
terutama diwilayah Laut China Selatan. Hal ini seakan
menyambung ritual lama bersama Rusia sekarang beralih dengan
China. Apabila disandingkan kekuatan China masih jauh dibawah
Amerika Serikat belum ditambah sekutunya namun dalam
perkembangan Ekonomi dan teknologi maupun softwere China
sudah merambah ke seluruh dunia menguasasi teknologi, sosial
media, dan pasar ekonomi global menjadikan suatu pesaing hebat
bagi negara-negara besar. Selain itu kekuatan Militer Cina yang
begitu besar dengan produk senjata militer yang dikembangkan
menjadi penting dalam stabilitas keamanan di asia Pasifik
terutama di Laut China selatan. Perkembangan China dalam
menguasai perekonimian global seiring meningkatnya kekuatan

militernya menjadikannya kekuatan terbesar ke tiga didunia dan

*Kolonel Pnb Supriabu. 2019. Flight Information Region (FIR) Sinagpura tidak berhubungan
dengan kedaulatan?. FIR Rangkuman Tulisan Perwira TNI Angkatan Udara, hal 103.
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terbesar di kawasan Asia menurut Global Fire Power (GFP) pada
20210 Kekuatan cina yang besar menjadikan negeri tirai bambu
ini mulai mengeluarkan strategi dalam penguasaan wilayah
dengan mengklaim sepihak berdasarkan sejarah China kuno,
bahwa kekuasaan China mencakup seluruh laut China Selatan
dengan membuat sembilan garis putus-putus pada tahun 1974,
sehingga menjadikan konflik di wilayah Laut China Selatan
dengan negara-negara kawasan. Namun Indonesia tidak
memperkarakan masalah konflik di Laut China Selatan akan tetapi
pada tahun 1993 mulai mempertanyakan nine-dash line yang
memasukan kepulauan Natuna maksud dari peta tersebut ke
pihak China. Namun China tidak pernah memberikan kejelasan
yang terkait dengan hal tersebut®!. Ditinjau dari kepentingannya
yang begitu memanas di Laut China Selatan sangatlah penting
sekali dalam fungsi control air space  dalam pergerakan
penerbangan, karena hal ini sangat strategis guna memantau
pergerakan pesawat yang melewati jalur terpadat dikawasan Asia,
baik penerbangan sipil maupun penerbangan khusus. Dalam
kontrol FIR sangat penting dalam sisi pertahanan, keamanan,
inteljen dan ekonom dengan dikontrolnya penerbangan oleh
pihak asing diwilayah udara kedaulatan Indonesia, tentunya
kondisi ini akan berimplikasi kerugian dalam keamanan
pertahanan guna menghadapi strategi yang dilaksankan negara-
negara tertentu dalam memanfaatkan jalur-jalur penerbangan
khusunya di laut China Selatan.

2) Perkembangan kekuatan baru di kawasan Asia, Pada tahun 2009
Amerika Serikat merubah fokus kebijakannya diarahkan ke Asia
Pasifik dan meninggalkan timur tengah dengan penarikan
pasukannya dan tempatkan di Darwin dibawah US PACOM hal ini
sebagai rebalancing kekuatan China yang sangat berkembang,

hal ini dapat dilihat dari alokasi belanja militer China Pada tahun

¥Daftar Negara dengan Militer terkuat Juara 1 di ASEAN, 20 besar dunia 2021 Kompas.com.
31Jadi Dasar China Klaim Natuna, Nine Dash Line tidak berdasar. 2020. Kompas.com
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2014 mencapai 129,4 miliar dolar sehingga menimbulkan
keresahan. Peningkatan kekuatan China adalah bersifat defensif
namun hal ini tidak bisa diinggap hal yang biasa pada masa
damai. Dengan demikian Amerika sebagai strategi rebalancing
memperluas pertahanan sampai samudra Hindia. Kebangkitan
China akan mengurangi dominasi sebagai negara super power
dikawasan Asia Pasifik sehingga akan menjadikan suatu
perseteruan baru dikawasan tersebut. Perang dagang dan
teknologi ini sudah terjadi dan terus terjadi sebagai isu global yang
semakin menghangat. Dalam perang dagang atau teknologi
adalah supply chain (driving by economics) dan geopolitik
menjadikan dua aspek penting dalam abad ke-21.merubah politik
keamanan strategis yang konsentrasi dari Timur tengah ke Asia
Pasifik dengan menarik kekuatan militer dari Timur Tengah dan di
geser 60% ke US FACOM yang ditempatkan di Darwin sebagai

rebalancing kekuatan dan keamanan kawasan di Asia Pasifik.

b. Regional

1)

Kekuatan negara kawasan yang dekat Indonesia dikelilingi oleh
negara-negara yang tergabung dalam Fife Power Defense
Arrangement (FPDA) termasuk Singapura yang saat ini mengelola
FIR di wilayah Natuna dan kepulauan Riau yang sebelumnya
pernah ada hubungan yang kurang harmonis dengan Singapura
permasalahan reklamasi pulau kearah Indonesia dan penolakan
penamaan KRI Usman-Harun. Disisi lain hegemoni Singapura
yang memiliki kekuatan udara terbaik di Asia Tenggara (RSAF)
selain itu Singapura memiliki kedekatan dengan Amerika didasari
adanya kerangka Strategi Singapura bersama Amerika Serikat,
yaitu dengan bebas beberapa kapal Angkatan Laut Amerika
Serikat dapat melaksankan patroli di sekitar pesisir perairan
Singapura dan merapat ke Pangkalan Angkatan Laut Changi
Singapura secara rutin, termasuk Angktatan Udara Singapura
sering melaksankan latihan dan operasi bersama dengan Amerika
Serikat yang diikat oleh pimpinan negaranya masing-masing pada
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tahun 2019 memperbarui pakta pertahanan utama vyang
memungkinkan pasukan Amerika menggunakan pangkalan udara
dan angkatan laut Singapura, diperpanjangnya hingga 15 tahun
lagi sampai tahun 2035. Menjadikan sangat kuat hubungannya
dalam kerjasama militer antara Singapura tersebut dengan
Amerika Serikat. Disisi lain Singapura pada tahun 2014 secara
sepihak memberlakukan danger area pada area wilayah udara
Indonesia yang masuk pada FIR yang dikelola Singapura.
Malaysia merupakan negara tetangga yang satu rumpun dengan
Indonesia, namun dalam kebijakan politik dan perjanjan militer
sangat berbeda. Malaysia adalah negara yang tergabung dalam
persemakmuran Inggris yang tergabung dalam Fife Power
Defense Arrangement (FPDA) yang beranggotakan Australia,
Selandia baru, Singapura, Malaysia dan Inggris, sehingga memiliki
misi yang sama saling membantu dalam pertahan apabila ada
salah satu negaranya terkena konflik militer, selain itu Malaysia
pernah memliki hubungan kurang harmonis dengan Indonesia
terkait kasus Sipadan-Ligitan dan blok Ambalat. Selain itu
Malaysia mempunyai kepentingan di FIR yang dikelola Singapura
diatas wilayah Indonesia dengan hak ases dan komunikasi yang
merupakan mengakomodasi tuntutan dari Malyasia dengan
memberikan hak pelintasan tradisional tanpa mengkesampingkan
negara kepulauan Indonesia. Perjanjian ini mengartikan bahwa
Malaysia mengakui Indonesia sebagai Negara kepualauan sesuai
Unclos 1982.

c. Nasional

1)

Aspek Geografi. Sebagai negara kepulauan yang terbentang dari
Sabang sampai Merauke terletak pada lintang 95° 00’ BT sampai
141° 00 BB merupakan negara kepulauan yang memiliki dimensi
ruang sangat luas terdiri 17.499 pulau dengan luas total wilayah
termasuk ZEE kurang lebih 7,4 juta Km2? yang terdiri wilayah

lautan sebesar 5,5 juta Km? sedangkan wilayah daratan 1,9 juta
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Km?. Posisi Indonesia yang berada diantara dua benua yaitu
benua Asia dan benua Australia serta terletak diantar dua
Samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi
tersebut bahwa geografi Indonesia merupakan posisi silang
sebagai jalur perekonomian internasional serta kekayaan alamnya
yang sangat luar biasa sehingga menjadikan incaran dan
pemanfaatan dari negara asing. Posisi jalur internasional yang
sangat padat di selat malaka merupakan salah satu jalur strategis,
namun saat ini jalur strategis tersebut masih dikuasai oleh negara
Singapura untuk meningkatkan perekonomiannya termasuk
wilayah udaranya yang menghubungkan wilayah selatan, wilayah
timur kearah benua Asia, benua Afrika dan Eropa. Kesemuanya
pengendalian diwilayah tersebutoleh FIR Singapura yang
notabene selalui melalui wilayah Indonesia. Selain itu perairan dan
wilayah Indonesia digunakan untuk kepentingan pertahanan
internal Singapura tanpa seizin dengan Indonesia sebagai negara
maritim sesuai UNCLOS 1982. Semakin bebasnya pemanfaatan
wilayah udara akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap
kedaulatan wilayah udara selaku negara yang berdaulat.

Aspek Demografi. Indonesia akan mendapatkan bonus
demografi pada tahun 2029 sampai dengan 2035 sesuai dengan
proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 (Bappenas dkk 2013)
mengindikasikan bahwa presentasi usia produktif diproyeksikan
akan meningkat sekitar 68,086% pada tahun 2029 dan akan
menurun pada tahun 2035 sebesar 67,9% Akibatnya rasio
ketergantungan umur diproyeksikan akan menurun mencapai titik
paling rendah sebesar 46,875% pada tahun 2029. Rasio tersebut
merupakan jendela kesempatan dalam menuai bonus demografi
berupa akselarasi pertumbuhan ekonomi. Namun bonus

demografi ini harus seiring dengan kebijakan politik dalam
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pembangunan sumber daya manusia dan pemanfaatan
pembangunan modal manusia®.

3) Aspek Politik. Politk nasional saat ini dikarenakan adanya
bencana Pandemi Covid 19 adanya penurunan konstelasi pada
hubungan antara partai. Nuansa kedaruratan membuat konsesus
politik memiliki tujuan sama dalam kepentingan penanganan
Covid 19 agar lebih cepat. Krisis yang melanda seluruh bangsa ini
mempengaruhi berbagai aspek berkehidupan berbangsa dan
bernegara. Peran pemerintah dan oposisi bersama bersatu padu
dengan seluruh komponen bangsa untuk menggalang berbagai
upaya dalam menyelesaikan musibah dari Covid 19 yang sangat
berdampak. Seluruh terfokus dalam penyelesaian pandemi Covid
19 yang berdampak juga dalam penyelesaian FIR yang sesuai
agenda dari perintah Presiden yang tertunda. Adapun beberapa
FGD yang dilaksanakan antar Singapura dan Indonesia tidak
mencapai sasaran yang diinginkan. Sebelumnya DPR menolak
untuk peminjaman daerah latihan oleh Singapura, hingga sampai
saat ini belum ada kesepakatan antara Indonesia dan Singapura
dalam menyelesaikan masalah FIR dan lokasi latihan militer
Singapura. Setelah adanya pertemuan antara Presiden Rl Bapak
Joko Widodo dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien
Loong pada tanggal 8 Oktober 2019 akan mengutus tim teknis
untuk melakukan negosiasi.

4)  Aspek Ekonomi. Presiden Joko Widodo meyakini bahwa ekonomi
Indonesia akan mencapai puncak kejayaan pada 2045 yang
disebut sebagai Indonesia Emas. Merupakan salah satu kebijakan
prioritas pembangunan adalah pembangunan infrastruktur dalam
menunjang konektivitas antara kepulauan di seluruh Indonesia
dengan membuat pembangunan jalan tol darat dan tol Laut,
pelabuhan maupun bandar udara. Munculnya konsep kota bandar
udara (airport city) dengan efektifitas rute penerbangan

*2Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional., 2016 Kontribusi Penduduk (Bonus
Demografis Terhadapa pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kependudukan, him 2.
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merupakan tantangan besar di dunia penerbangan nasional.
Apabila mencermati dari cita cita Presiden Joko Widodo
keterkaitan dengan penguasaan wilayah udara di wilayah Natuna
dan Kepulauan Riau merupakan jalur padat yang menghasilkan
devisa negara dari RANS (Route Air Navigation Service) dalam
pelayanannya. Apabila Indonesia dapat mengendalikan FIR di
wilayah Indonesia tersebut akan menambah pendapatan negara
yang besar.

Aspek Sosial Budaya. Globalisasi merupakan fenomena yang
tidak bisa dihindari, yang membawa pengaruh dalam perubahan
budaya termasuk di Indonesia. Kehidupan masyarakat Indonesia
khususnya pada era milenial ini selalu berfikir secara digital dan
instan. Pemikiran perubahan budaya ini tanpak kepada ketidak
perhatian kepada lingkungan termasuk dalam tatanan negara.
Permasalahan negara dianggap bukanlah kepentingannya. Sifat
ego sentris ini akan berdampak buruk dalam budaya masyarakat
yang tidak memikirkan kehidupan bangsa terutama mewariskan
kepentingan nasional kepada generasi penerus. Dalam kolerasi
dengan pengontrolan FIR diwilayah Natuna dan Kepulauan Riau
apabila tidak warga negara khususnya pejabat yang memiliki
kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan ini akan
menjadi permasalahan yang berkelanjutan kepada generasi
penerus bangsa.

Aspek Pertahanan Keamanan. Pengontrolan FIR di wilayah
Natuna dan Kepulauan Riau sangatlah krusial dalam aspek
pertahanan keamanan. Hal ini dikarenakan penerbangan yang
melalui wilayah Indonesia tanpa ijin dan diketahui bahkan di
monitor oleh Negara Indonesia. Apapun mission dari penerbangan
tersebut, yang bisa kemungkinan terjadi penerbangan yang akan
merugikan Negara Republik Indonesia. Selain itu apabila pesawat
negara atau militer akan terbang ke Natuna, Tanjung Pinang dan
Batam harus melapor dan menunggu clearance dari kontrol

Singapura bahkan pesawat kita bisa dialihkan jalur atau ditahan
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dengan alasan fraffic yang ujung-ujungnya disangkutpautkan
dengan Safety. Disisi lain dengan adanya pengukuhan danger
area di wilayah perairan Indonesia oleh pihak Singapura sebagai
wilayah penembakan dengan alasan bahwa itu adalah wilayah
laut Internasional.






